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PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah terhadap perubahan materi sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
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Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan penegasan dan
penjelasan lebih lanjut serta untuk mengatur hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengenai
tanggung jawab renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, pemakaian
sendiri, saat penerbitan Faktur Pajak, rincian barang dan jasa yang tidak
dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pengertian barang modal yang terkait
dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum
berproduksi, dan pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai, pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai. Namun demikian, pengaturan tanggung jawab secara
renteng belum diatur secara jelas sehingga perlu diatur norma umum dan
persyaratan mengenai tanggung jawab renteng dalam Peraturan Pemerintah
ini.

Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha
Kena Pajak, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa atas pemakaian
sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif
yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak perlu dilakukan pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai dan penerbitan Faktur Pajak. Sebaliknya, untuk
pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk
tujuan konsumtif, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
masih bersifat umum, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria
dan/atau rincian jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam
menentukan jenis barang dan jasa yang bukan merupakan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi hanya dapat
mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperhatikan aspek
keadilan, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa barang modal
mencakup seluruh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun dan berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha.

Saat terutangnya pajak merupakan hal yang penting untuk
menentukan waktu bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menerbitkan Faktur
Pajak. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sangat
bervariasi sehingga perlu penjelasan dan penegasan untuk menghindari
terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penegasan dimaksud dibuat
selaras dengan praktek bisnis yang lazim dan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
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Untuk memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak penjual dan Pengusaha Kena
Pajak pembeli, sudah selayaknya Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak
diperkenankan untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya
diterbitkan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat
terutangnya pajak. Ketentuan ini dimaksudkan agar Pengusaha Kena Pajak
pembeli ikut mengawasi Pengusaha Kena Pajak penjual untuk menerbitkan
Faktur Pajak secara tepat waktu.

Pengusaha Kena Pajak yang bukan pedagang eceran tetapi melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak secara eceran
akan mengalami kesulitan dalam menerbitkan Faktur Pajak apabila
diperlakukan sama dengan Pengusaha Kena Pajak pada umumnya yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak
secara eceran. Untuk itu, perlu diberikan penegasan dan penjelasan bahwa
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dengan karakteristik
secara eceran termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang
eceran. Termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran
adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan jasa secara
eceran.

Substansi pengaturan atas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
tidak dipungut untuk impor Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari
bea masuk sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.
Selanjutnya fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang
mengatur khusus tentang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Namun demikian, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pemberian
fasilitas tersebut yang selama ini diatur dalam peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2000 masih
tetap berlaku sampai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
pemberian fasilitas dimaksud diterbitkan.

Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam
menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai maka ketentuan penerbitan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal
1 April 2010 yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat
hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur
Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan,
dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah. Agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila
pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang
Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (3)

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) wajib untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

a. PT ABC dan PT DEF membuat perjanjian kerja dengan pelanggan
(pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT ABC
dan PT DEF membentuk joint operation.

b. Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek) diatur
bahwa semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek) dilakukan
atas nama joint operation.

c. Berdasarkan hal di atas:

1) Joint operation wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek), joint operation wajib
menerbitkan Faktur Pajak.
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3) Apabila dalam rangka joint operation tersebut, PT ABC atau PT
DEF atas nama joint operation melakukan penyerahan
langsung kepada pelanggan (pemilik proyek), maka
penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan dari PT
ABC atau PT DEF kepada joint operation, sehingga PT ABC
atau PT DEF harus membuat Faktur Pajak kepada joint
operation dan joint operation membuat Faktur Pajak kepada
pelanggan (pemilik proyek).

Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) tidak wajib untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

a. PT X dan PT Y membuat perjanjian kerja sama dengan pelanggan
(pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT X dan
PT Y membentuk joint operation.

b. Namun demikian, dalam pelaksanaannya semua transaksi dan
dokumentasi terkait dengan perjanjian kerja sama dengan
pelanggan (pemilik proyek) tersebut secara nyata hanya
dilakukan atas nama PT X.

c. Karena joint operation secara nyata tidak melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain,
maka dalam hal ini joint operation tidak wajib dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 4
Ayat (1)

Tanggung renteng melekat pada pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak atas transaksi pembelian Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak”
adalah pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan pengusaha
sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri
maupun bukan produksi sendiri.
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